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TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

a. bahwa untuk meringankan beban ekonomi dan
memberikan stimulus kepada wajib retribusi yang
terdampak bencana nasional Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembebasan Retribusi
Atas Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa
Transisi Menuju Endemi, Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan
dengan memperhatikan tingkat imunitas yang tinggi di
masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih

baik, dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat;


Lenovo
Line


Mengingat

bahwa dengan dicabutnya Status Darurat COVID-19
oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health
Organization (WHO) seiring dengan menurunnya kasus
dan kematian akibat COVID-19 pada
tanggal 5 Mei 2023, masyarakat dapat kembali
menjalani hidup normal seperti sebelum COVID-19
mewabah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan
kembali tentang pemberlakuan retribusi atas sewa
rumah susun sederhana sewa dan Peraturan Wali Kota
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
pencabutan;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29
Tahun 2020 tentang Pembebasan Retribusi Atas Sewa
Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Masa Pandemi
Corona Virus Disease 20109;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2021 Nomor 4);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS SEWA RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 20109.

Pasal 1
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Pembebasan Retribusi Atas Sewa Rumah Susun Sederhana
Sewa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 30) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 6 Juni 2023

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 6 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 56
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
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